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Ringkasan Eksekutif

Bagian ini merangkum laporan pendahuluan proyek pengelolaan sampah Manggar, Kalimantan Timur,
Indonesia. Pemerintah Kota Balikpapan dan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (DSIF),
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meminta bantuan dari Kementerian
Keuangan Indonesia dalam mengembangkan Studi Pendahuluan dan Kajian Awal Pra-Studi Kelayakan/Qutline
Busines Case (OBC) untuk proyek pengelolaan sampah Manggar guna mempelajari berbagai teknologi
pengelolaan sampah untuk mengatasi masalah-masalah pengelolaan sampah yang dihadapi oleh Kota
Balikpapan. Kementerian Keuangan mendapatkan bantuan dari Hibah Bank Dunia yaitu Pengembangan
Keuangan Infrastruktur/Infrastrcture Finance Development (IIFD) untuk mendukung studi-studi terkait. IIFD
adalah dana perwalian multi-donor yang dikelola oleh Bank Dunia dengan dukungan dari Departemen Luar
Negeri dan Perdagangan dari Pembangunan (DFATD) Pemerintah Kanada (IIFD TF). Studi Pendahuluan dan
OBC akan berfungsi sebagai proyek percontohan KPBU dalam sektor pengelolaan sampah yang mengusulkan
teknologi baru pengolahan sampah berkelanjutan untuk proyek tersebut. Dalam konteks ini, Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) telah menugaskan CRISIL Risk and Infrastructure Solutions (CRIS) sebagai Konsultan
untuk mendukung penyiapan Studi Pendahuluan dan OBC untuk pengelolaan sampah di Manggar.

Tujuan dari Studi Pendahuluan ini adalah untuk melaksanakan penilaian proyek pengelolaan sampah Manggar
yang akan dikembangkan di bawah skema KPBU sesuai Peraturan BAPPENAS No. 4/2015 dan Peraturan
Menteri BAPPENAS No. 2/2020 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan
infrastruktur. Penilaian tersebut akan meliputi berbagai aspek sebagaimana yang tercakup dalam peraturan
tersebut, seperti penilaian kebutuhan, analisis manfaat biaya sosial, kepatuhan terhadap kerangka hukum dan
kelembagaan, nilai untuk uang (VfM), pendapatan potensial dan struktur KPBU, kriteria evaluasi untuk mitra
swasta dan rekomendasi proyek.

Proyek ini diawali dengan diskusi pendahuluan (kick-off meeting) dengan para pemangku kepentingan proyek
pada tanggal 4 Desember 2020. CRIS berasosiasi dengan PT. LAPI, tenaga ahli teknis dan Linda Widyati &
Pusponegoro, tenaga ahli hukum untuk proyek ini. Beberapa pertemuan telah dilaksanakan dengan para
pemangku kepentingan seperti dengan Pemerintah Kota Balikpapan, UPT TPA Sampah Manggar dan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, untuk mengembangkan pemahaman tentang proyek. Studi
Pendahuluan ini berdasarkan pada diskusi-diskusi dengan para pemangku kepentingan dan penelitian
sekunder atas dokumen-dokumen yang dibagikan oleh pemangku kepentingan, studi terdahulu, situs web
pemerintah dan dokumen-dokumen yang tersedia di domain publik.

Konteks studi proyek: studi proyek difokuskan pada rantai nilai pengelolaan persampaah Kota Balikpapan,
meliputi TPA Manggar, destinasi akhir untuk penerimaan sampah perkotaan dari 6 kecamatan. Ini adalah satu-
satunya TPA di kota tersebut.

Pusat timbulan sampah: Balikpapan tersebar di lahan seluas 50.330,57 Ha dan memiliki populasi 0,67 juta
jiwa di tahun 2020. Kota terbagi menjadi enam kecamatan yaitu Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota,
Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah, Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara. Kota ini berbatasan dengan
Kabupaten Kutai Kertanegara di sebelah utara, Selat Makssar di sebelah selatan dan timur, serta Kabupaten
Paser Penajam Utara di sebelah barat.

Pengelolaan sampah: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan (DLHK) bertanggung jawab untuk
pengelolaan sampah Kota Balikpapan, mencakup pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pengolahan
akhir. Pengumpulan sampah rumah ke rumah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (RT/RW). DLHK
mengumpulkan sampah dari institusi yang lebih besar seperti pasar tradisional, hotel, universitas, pusat
perbelanjaan, dan lainnya. Pengumpulan sampah sekunder dari TPS ke pos transfer (jika ada) lalu ke tempat
sampah akhir (TPA Manggar) dikelola oleh DLHK. Sampah dari titik pengumpulan sampah sekunder ke TPA
Manggar dilaksanakan oleh kendaraan pengangkut milik DLHK. Operasinal dan pengelolaan TPA Manggar
juga dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Kota Balikpapan. UTP telah dilembagakan untuk operasi dan
pemeliharaan TPA Manggar.



Jumlah timbulan sampah di Kota Balikpapan adalah 555 ton per hari (TPD), dari populasi 0,67 juta jiwa di
tahun 2020 dengan timbulan sampah 0,725 kg/orang. Efisiensi pengumpulan sampah 87% - 481 TPD sampah
yang dikumpulkan. Secara lokal, 122 TPD sampah dikelola melalui fasilitas pengomposan, TPS-3R, MRF
dan ITF. Terakhir, sekitar 359 TPD atau 65% sampah yang dihasilkan diangkut ke TPA Manggar.

Saat ini, 13% sampah yang dihasilkan, yaitu 74 TPD selain dibakar, dibuang disisi jalan atau saluran air dan
belum masuk ke dalam rantai nilai pengelolaan sampah formal. Sektor domestik penyumbang mayoritas atau
—72% dari sampah yang dihasilkan, sisanya adalah sampah non-domestik (Sistem Pengelolaan Sampah 3R
Kota Balikpapan, 2017), yang mencakup sampah pasar tradisional (6,38%). Secara keseluruhan, 49% sampah
organik (sampah makanan dan taman), sebanyak 43% dapat didaur ulang, 3% kain dan 6% kategori lainnya.
Sampah memiliki kelembaban tinggi (63.4%) dan mudah menguap (73.1%), karena komposisi sampah
didominasi oleh sampah makanan dan sampah organik. Nilai kalori sampah adalah 4.938,33 kkal per kg.
Sampah organik dihasilkan terutama dari kawasan permukiman, pasar tradisional, hotel dan restoran.

Baik sampah domestik dan non-domestik (tidak termasuk sampah B3 dari penghasil sampah non-domestik)
yang dihasilkan di dalam kota dibuang ke TPA Manggar. TPA tersebut beroperasi sejak 2002 di bawah Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). TPA ini dirancang sebagai TPA sanitary landfill dengan sistem pengolahan
lindi, tetapi tidak memenuhi standar dari TPA sanitary landfill. Total kawasan TPA Manggar adalah 49,89 Ha
dan telah ditetapkan menjadi 7 zona untuk TPA (luas total 17,83 Ha). Zona 1 — 4 telah ditanami vegetasi dan
sedang dimanfaatkan sebagai zona penyanggah TPA dan telah ditutup, Zona 5 baru ditutup, Zona 6 saat ini
menerima sampah dan 7 adalah zona tunggu. Rata-rata 350 - 400 TPD sampah masuk ke TPA, setara dengan
120.000 — 130.000 ton sampah per tahun. Dari tahun 2015 — 2020 sampah yang masuk ke TPA berfluktuasi
dari tahun ke tahun. Di bawah ini adalah tren histori sampah yang masuk ke TPA Manggar.

Tabel 1: Data Histori Jumlah Sampah yang Masuk TPA Manggar

Tahun .
Rata-rata ton/hari

Sampah Masuk TPA Manggar

Ton/tahun

% perubahan

2013 339 123,666 =
2014 364 132,995 7%
2015 371 135,251 2%
2016 358 130,670 -4%
2017 353 128,933 -1%
2018 348 127,100 -1%
2019 370 135,050 6%
2020 358 130,502 -3%

Sumber: UPTD TPA Manggar, 2020

TPA Manggar adalah salah satu TPA dengan kinerja terbaik di Indonesia. TPA Manggar dilengkapi dengan
fasilitas untuk mendukung kegiatan 3R - reduce, reuse dan recycle. Fasilitas pengomposan di TPA
menghasilkan sebesar 5 ton kompos setiap hari. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan mesin pencacah,
pengayakan, penjahitan dan lainnya. Namun, peralatan tersebut beroperasi kurang optimal dan perlu
ditingkatkan. Terdapat pula fasilitas daur ulang di Manggar yang mendaur ulang sampah plastik (lembaran
plastik) menjadi barang kerajinan tangan. TPA tersebut saat ini dikelola oleh 48 pegawai formal. Selain itu,
berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan diketahui bahwa terdapat sebanyak 100 pemulung
dan 11 pengepul sampah atau pedagang sampah di lokasi. Angka-angka ini akan dikonfirmasi pada tahap
OBC. Para pemulung mengumpulkan barang daur ulang (misal PET, PP, botol, kaleng, kardus dan lainnya)
dari limbah yang baru diangkut dan menjualnya ke pengepul. Kegiatan ini membantu mengurangi sampah di
TPA hingga 3 TPD.

Teknologi potensial untuk proyek

Proyek ini bertujuan untuk memberikan pilihan teknologi pengolahan sampah di TPA Manggar selain dar TPA
sanitary landfill. Faktor-faktor pertimbangan untuk mengkaji pilihan teknologi akan mencakup kematangan
teknologi dalam hal penggunaan yang ditunjukkan dalam skala besar di negara berkembang, jenis limbah yang



dapat diproses, komplementari, kesesuaian untuk sampah campuran, pasar untuk produk, kompleksitas dan
keterampilan lokal, dampak lingkungan dan sosial (L&S) serta biaya (modal dan operasi). Evaluasi rinci untuk
teknologi dan penerapannya pada proyek akan dilakukan padatahap OBC. Pemilihan teknologi akan dilakukan
setelah studi komposisi sampah selesai dan kajian teknis rinci. Pada tahap OBC, peninjauan opsi teknologi di
seluruh proses fisik, biologis dan termal akan dilakukan:

o Fisik — Refuse-derived fuel (RDF)/solid recovery fuel (SRF)

¢ Biologis - Kompos — pengolahan cacing /dalam bejana/windrow/belatung
e Biologis —Anaerobik Digester (AD)/biodigester

e Termal - Insinerasi/pirolisis/gasifikasi/karbonasi.

Di bawah ini gambaran umum dari teknologi pengolahan limbah:

Refuse Derive Fuel (RDF): teknologi ini membutuhkan konsentrasi bahan mudah terbakar yang lebih tinggi
dibandingkan dengan bahan pada pengelolaan sampah campuran. Sampah mudah terbakar yang
diperlukan untuk pembangkit RDF antara lain plastik, kayu, buburkertas atau limbah organik, selain bahan-
bahan yang mengandung klor. Sampah di Kota Balikpapan memiliki kelembaban tinggi (63,4%) dan cuaca
di Balikpapan kelembabannya sangat tinggi. Oleh sebab itu, akan sulit untuk mengaplikasikan teknologi ini
untuk pengolahan sampah. Namun, hal ini akan dievaluasi pada tahap OBC, setelah studi komposisi
sampah dilaksanakan. RDF juga merupakan bahan bakar batubara kelas rendah untuk digunakan di
industri semen dan produsen pembangkit listrik. Jika teknologi RDF diusulkan, diskusi dengan pembeli (off
takers) akan diperlukan untuk menilai kelayakan keuangan dari penggunaan teknologi ini.

2. Solid Recovered Fuel (SRF): SRF adalah produk yang mirip dengan RDF dengan nilai kalori yang lebih
tinggi dan menyebabkan polusi yang lebih rendah pada pembakaran. Nilai kalori untuk SFR berkisar antara
4.000 hingga 9.000 kkal. SRF seperti halnya RDF digunakan sebagai pengganti batubara pada oven
semen, tekstil dan pembangkit listrik. SRF lebih mahal daripada RDF karena harus memenuhi parameter
kualitas dan nilai kalori yang ditentukan, yang pencapaiannya membutuhkan peralatan khusus sepetti
pemilahan optik, densifikasi dan pengendalian fraksi Merkuri dan Klor. Namun, RDF mengikuti standar
kualitas yang luas dengan lingkup variasi yang besar. Jikateknologi SRF diusulkan, diskusi dengan pembeli
(off tak ers) tentang kualitas dan harga akan diperlukan untuk menilai kelayakan keuangan dari penggunaan
teknologi ini.

3. Pengomposan: adalah sebuah proses penguraian fraksi sampah organik melalui reaksi yang dimediasi
oleh mikroba untuk menghasilkan kompos. Berikut ini adalah berbagai metode pengomposan:

Pengomposan windrow: pengomposan dilakukan dengan menempatkan bahan baku yang telah disortir
sebelumnya’ ke dalam tumpukan-tumpukan sempit yang disebut windrow yang dibalik secara teratur
untuk menjaga tingkat aerasi dan kelembaban.

Tumpukan statis aerasi/Aerated static pile: tumpukan-tumpukan pengomposan ditempatkan di atas
jaringan pipa bawah tanah yang terhubung ke blower yang memasok udara untuk pengomposan.
Panas dihasilkan dari biodegradasi yang digunakan untuk mengeringkan tumpukan. Sistem ini dapat
digunakan untuk mengurangi waktu fermentasi dan meminimalkan pembentukan lindi.

Pengomposan dalam wadah: sampah dimasukkan ke dalam ruang atau bejana seperti drum, wadah
digester, silo, dan lainnya untuk pencampuran, aerasi dan kelembaban yang memadai.

Pengomposan cacing: proses ini menggunakan cacing tanah/belatung untuk mengaktivasi proses
penguraian bahan organik. Namun, hal ini biasanya digunakan dalam pengolahan terdesentralisasi dan
biasanya tidak digunakan untuk pengomposan skala besar.

Aerated static pile — proses ini mengacu pada jumlah sistem yang digunakan untuk menguraikan bahan
organik tanpa manipulasi fisik selama pengomposan primer. Campuran bahan biasanya ditempatkan

'Bahan baku adalah sampah atau bahan bakar dengan efisiensi proses pengolahan limbah bersifat tidak bebas (dependen)



pada pipa berlubang yang memberikan sirkulasi udara untuk aerasi yang terkontrol. Dapat pula di
dalam windrow terbuka atau ditutupi atau container tertutup. Berkenaan dengan kompleksitas dan
biaya, sistemaerasi adalah yang paling umum digunakan oleh fasilitas pengomposan yang lebih besar,
meskipun tekniknya dapat bervariasi dari sistem yang sangat kecil, sederhana hingga instalasi industry
yang sangat besar dan padat modal.

Kompos dapat digunakan sebagai pelembab tanah (soil conditioner) dan pupuk organik dalam berbagai
sektor seperti pertanian, lahan parkir dan pertamanan, rehabilitasi lahan serta alternatif penutup lapisan
tanah pada TPA sampah untuk memenuhi standar TPA sanitary landfill. Meskipun kompos dapat digunakan
dalam wilayah pertanian, realisasi pendapatannya mungkin menjadi sebuah masalah. Komposisi sampah
di Kota Balikpapan memiliki kandungan organik yang sangat tinggi sebesar 49%, oleh sebab itu, teknologi
pengomposan dapat diterapkan untuk pengolahan sampah di TPA Manggar. Namun demikian, ini dapat
dipastikan setelah dilaksanakannya studi komposisi sampah di TPA.

Biometanasi atau digestasi anaerobik: teknologi ini melibatkan penguraian biologis anaerobik dari
sampah organik melalui aktivitas mikroba. Proses dilakukan dalam tangki atau reaktor digester yang
mengendalikan temperatur dan tingkat pH. Teknologi ini hanya cocok untuk sampah organik basah. Oleh
sebab itu, pemilahan di sumber adalah wajib untuk memastikan bahwa sampah bebas dari kontaminasi
non-organik.

Komposisi sampah di Kota Balikpapan memiliki muatan organik yang sangat tinggi sebesar 49%, oleh

sebab itu teknologi digestasi anaerobik dapat diterapkan untuk pengolahan sampah di TPA Manggar.
Namun, hal ini dapat dipastikan setelah melaksanakan studi komposisi sampah di TPA.

Lebih lanjut, proses anaerobik digester dapat mengkonwversi biogas menjadilistrik dan ini dapat digunakan
untuk konsumsi captive serta disalurkan ke jaringan listrik. Perjanjian jual beli listrik perlu dibuat dengan
pembeli (offtak ers) seperti PLN untuk pemanfaatan listrik dari instalasi pengolahan sampah biogas. Jika
hal ini terwujud, pembayaran yang terjamin dapat diterima oleh pengembang swasta. Namun, hal ini dapat
didiskusikan dalam konsultasi pasar di tahap OBC. Selain itu, realisasi pendapatan dari biometanasi
memiliki potensi untuk mengurangi tipping fee karena akan mengimbangi biaya yang lebih tinggi untuk
pengembangan instalasi tersebut. Produk lainnya dari biometanasi adalah digestate (pupuk cair) yang juga
berpotensi untuk digunakan seabgai pelembab tanah dan dapat digunakan dalam wilayah pertanian,
meskipun hal yang sama yaitu realisasi pendapatan dapat menjadi tantangan tersendiri.

Insinerars: adalah proses termal untuk meminimalkan jumlah (wlume dan berat) sampah dan
mengkonversikannya menjadi energi. Ini melibatkan pembakaran dari pengelolaan sampah yang biasanya
tidak dipersiapkan (campuran atau residu). Sampah selanjutnya dibakar dengan jumlah oksigen yang
cukup untuk mengoksidasi sepenuhnya bahan bakar dengan suhu melebihi 850° C. Selanjutnya, sampah
sebagian besar diubah menjadi karbon dioksida dan air serta bahan-bahan tidak mudah terbakar (misalnya,
logam, kaca, batu) yang tetap ada sebagai padatan, dikenal sebagai abu dasar insinerator.

Produk sampingan dari teknologi insinerator seperti abu terbang dan abu dasar dapat digunakan untuk
konstruksi dan pembuatan batu bata. Jika tender untuk proyek jalan raya di dekat lokasi proyek
menyertakan pengambilan abu terbang dan abu dasar untuk pembangunan jalan tersebut, hal ini dapat
membantu mendorong permintaan untuk hal yang sama. Keuntungan lebih lanjut teknologi ini adalah
bahwa teknologi membutuhkan tapak lahan yang rendah, namun ini adalah teknologi paling mahal jika
dibandingkan dengan teknologi lainnya karena memerlukan investasidalam instalasi dan permesinan untuk
memenuhi norma-norma lingkungan. Oleh sebab itu, teknologi ini tampaknya bukanlah opsi yang cocok
untuk proyek ini.

Teknologi berkembang lainnya yang akan dievaluasi untuk proyek ini adalah:

Pirolisis: ini adalah teknologi termal yang melibatkan perubahan kimiawi yang tidak dapat diubahkan
melalui aksi panas di atmosfer tanpa adanya oksigen. Tidak sepertiinsinerasi, ini adalah reaksi endotermik



dan panas harus diterapkan untuk membersihkan komponen-komponen mudah menguap. Pirolisis
dilaksanakan pada suhu 500°C — 1.000°C dan menghasilkan tiga aliran komponen:

Gas: gas-gas mudah terbakar hidrogen, metana, karbon dioksida dan beberapa hidrokarbon;

Cairan: Aspal, ter, minyak ringan dan bahan kimia organik dengan titik didih rendah seperti asam asetat,
aseton, metanol, dan lainnya;

Arang: Unsur karbon bersama dengan bahan lembam dalam limbah pakan.

Sebagai hasil dari pengolahan pirolisis, arang (abu), minyak pirolisis dan gas sintesis dihasilkan. Merskipun
sejumlah investigasi laboratorium dan percontohan telah dilakukan, hanya sedikit yang mengarah pada
instalasi skala penuh. Pengalaman Jerman juga mengindikasikan bahwa beberapa pabrik pirolisis dan
gasifikasi skala keciluntuk pengelolaan sampah yang didirikan beberapa dekade lalu, sebagian besartelah
ditutup karena masalah operasional dan komersial?.

b. Gasifikasi: adalah pembakaran parsial dari bahan organik atau bahan karbol berbasis fosil, plastik dan
lainnya menjadi karbon monoksida, hidrogen, karbon dioksida dan metana. Produk utama adalah syngas
yang mengandung karbon monoksida, hidrogen dan metana. Biasanya, gas dihasilkan melalui gasifikasi
akan memiliki NCV sebesar 955 — 2.388 kkal/Nm?3. Produk utama lainnya yang dihasilkan dari gasifikasi
adalah residu padat dari bahan yang tidak mudah terbakar (abu).

c. Fermentasi sampabh: ini adalah proses pemulihan mikrobiologi dalam pengolahan bahan limbah yang
digunakan sebagai bahan energi. Produk sampah harus memiliki nilai kalori sebesar 2.388 — 3.582 kkalkg.
Produk dengan ukuran ini ada di Bali. Biaya Capex (modal) sebesar Rp. 120 juta atau $ 13.500 per ton dan
biaya Opex sebesar Rp. 600.000,- per ton.

d. Karbonasi: adalah bioteknologi berdasarkan perlakuan panas. Prosesnya dilakukan pada suhu 500°C-
600°C untuk memproduksi energi karbon netral dari beberapa jenis sampah biomassa. Proses ini

digunakan sebagai bagian dari pengolahan biologis mekanik (MBT). Ini adalah teknologi yang relatif lebih
baru dan instalasi skala besar belum diimplementasikan.

Teknologi yang sesuai akan diusulkan pada tahap OBC, namun demikian, untuk memilih pengembang
untuk proyek KPBU, proses penawaran biasanya adalah netral teknologi dengan beberapa pembatasan,
seperti skala teknologi yang harus didemonstrasikan, selaras dengan filosofi pengembang dengan risiko
teknologi, rancangan dan konstruksi dialokasikan padanya di bawah perjanjian KPBU.

7. Bioremediasi: adalah proses yang kuat dan sedang diimplementasikan di beberapa kota besar secara
internasional dan di India. Bioremediasi mengacu pada penggalian tempat pembuangan sampah dan
limbah yang sudah lama dan membuat tumpukan (windrow) sampah warisan. Proses bioremediasi dapat
diusulkan untuk TPA Manggar untuk mengelola sampah warisan di lokasi TPA dan penggunaan lokasi TPA
dapat dibuat bebas sampah untuk penggunaan di masa depan. Saat ini di beberapa zona tertutup TPA
Mangar, dilakukan pengambilan lahan terkubur biogas, jika lahan yang tersedia memadai untuk proyek
yang diusulkan, pemanenan gas lahan dapat dilanjutkan.

8. TPA sanitary landfill: Selain mengusulkan teknologi pengolahan sampabh, lokasi rekayasa teknis TPA
harus dirancang untuk pembuangan akhir bahan lembam dan sampah sisa setelah pengolahan sampah.
Fasilias pengolahan sampah menghasilkan sampah sisa/reject dalam jumlah kecil atau besar berdasarkan
teknologi dan jenis sampah yang sedang diproses. Tujuannya adalah untuk meminimlkan dampak pada
lingkungan melalui komponen yang dirancang tersebut.

Aspek Lingkungan dan Sosial TPA Manggar

?Buku Panduan Pengelolaan Sampah, Bagian 2, CPHEEO, Kementerian Pembangunan Perkotaan, 2016



1. Sesuai dengan penilaian rantai nilai persampahan, sebesar 13% sampah dihasilkan atau 74 TPD adalah
sampah tanpa pengawasan yang dibuang secara tidak ilmiah, yaitu dibakar atau dibuang di dekat aliran air
terdekat. Ini disebabkan rendahnya titik pengumpulan sampah, tidak terkumpulnya sampah dikarenakan
masalah aksesibilitas di daerah padat penduduk, daerah pedesaan, dan lainnya. Serta, sesuai dengan
rencanainduk, titik pengumpulan dan pengangkutan tidak dirancang dengan layak, oleh karenaitu, sampah
tidak dapat diambil dari beberapa titik pengumpulan.

2. Tidak adanya pemilahan sampah sebagai sumber. Sampah diangkut ke TPA dalam truk terbuka
menyebabkan bau tidak sedap saat dipindahkan di dalam kota.

3. Organisasi masyarakat terlibat dalam pengumpulan sampah dan pengelolaan di bank sampah. Komunitas
ini juga mengenakan biaya kepada rumah tangga untuk pengumpulan sampabh.

4. Ada sekitar 100 pemulung dan 11 pengepul di lokasi TPA. Pemulung mendapatkan penghasilan Rp.
150.000 — 200.000 per hari dengan mendaur ulang dan menjual sampah ke pengepul. Proyek perlu
mempertimbangkan untuk mengintegrasikan pekerja informal ini ke dalam rantai nilai persampahan.

5. Gas metana diproduksi dari Zona 5 TPA Manggar diolah dan didistribusikan ke masyarakat sekitar (132
rumah tangga) yang dimanfaatkan sebagai gas memasak.

6. DiTPA, instalasi pengolahan sampah yang baru dimaksudkan untuk mengelola Zona 5 — 7, namun, hanya
melayani Zona5 saja. Oleh sebabitu, lindi dari Zona 6 dan 7 tidak terkelola. Sebelumlindi dibuang, dikelola
dengan Klorin. Fasilitas pengolahan lindi di TPA Manggar berada 4 km dari Sungai Manggar.

Proyek pengelolaan sampah Manggar yang diusulkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia
termasuk dalam Kategori B*. PJPK akan menyusun AMDAL yang mencakup lingkup rencana pengelolaan
lingkungan dan sosial untuk proyek tersebut. Ini perlu dipersiapkan sejalan dengan KAK untuk AMDAL yang
akan diberikan padatahap OBC. Terkait Rencana Aksi PembebasanLahan dan Pemukiman Kembali (LARAP),
pada tampilan pertama, memberikan ketersediaan lahan utama di lokasi TPA Manggar dan potensinya untuk
bioremediasi (untuk mereklamasi lahan bekas proyek untuk penggunaan di masa depan), sehingga mungkin
tidak diperlukan pembebasan lahan di masa depan. Sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank
Dunia, yang mengklasifikasikanrisiko proyek sebagai risiko tinggi, risiko substansial, risiko menengah dan risiko
rendah, proyek ini dapat diklasifikasikan sebagai risiko substansial hingga risiko sedang. Namun, hal ini
akan dipastikan di tahap OBC.

Proyeksi populasi dan sampah

Trend dan proyeksi populasi: Tren pertumbuhan populasi dianalisa untuk memperkirakan proyeksi populasi.
Sesuai Sensus Penduduk 2010, Kota Balikpapapn memiliki 0,56 juta jiwa di tahun 2010. Populasi dari tahun
2011 — 2019 berdasarkan pada data dari Kota Balikpapan dan populasi tahun 2020 berdasarkan data dari situs
Badan Pusat Statistik (BPS). Diperkirakan bahwa populasi Kota Balikpapan akan mencapai 1,34 juta di tahun
2045 dengan pertumbuhan penduduk yang alami dan penduduk yang bermigrasi karena adanya pembangunan
ibukota baru di sekitarnya. Pergeseran penduduk di Kota Balikpapan dari pembangunan kota baru diperkirakan
terjadi sekitar tahun 2028.

Tabel 2: Estimasi Penduduk Kota Balikpapan

Baseline Proyeksi (P)

Populasi (dalam jutaan)

(2010 (A)] 2015 (&) 2015 (4] 2020 (A) | 025 | 2026 2030] 2035 20401 2043] 2075|

Total Penduduk Kota Balikpapan 0,56 0,61 0,65 0,67 0,72 0,85 1,05| 1,24| 1,24 1,30 1,34
Sumber: PemKot Balikpapan (2010-2019), BPS (2020), analisa CRIS, * arus masuk penduduk dari pembangunan kota baru

Laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) mencatat pertumbuhan sebesar 1,09% pada periode tahun 2010
— 2015 dan CAGR 1,06% pada periode tahun 2015 — 2020. Berdasarkan tren tersebut, populasi diproyeksikan
tumbuh sebesar CAGR 1,6% sepanjang tahun 2021 — 2045.

®Pasal 5 (1) PP No. 27/2017.



Panduan timbulan sampah: Per modal timbulan sampah yang dipertimbangkan adalah 0,725%
kg/orang/hari/. Ini berdasarkan pada peraturan dari Standar Nasional Indonesia SNI 3242: 2008 yang
mengestimasi per kapita timbulan sampah di kota besar adalah 700 — 800 gm. Selain itu, timbulan sampah
non-perumahan dipertimbangkan sebesar 15% dari timbulan sampah yang dihasilkan penduduk.

Estimasi dan pengumpulan timbulan sampah: Per hari timbulan sampah yang diperoleh diperkirakan
berdasarkan per kapita sampah dan pertumbuhan populasi. Timbulan sampah Kota Balikpapan adalah 555
TPD di tahun 2020, yang dianggap sebagai tahun dasar. Ini akan tumbuh proporsional dengan pertumbuhan
timbulan sampah per kapita dan proyeksi populasi. Total timbulan sampah kota diperkirakan mencapai 1.120
TPD di tahun 2045, meningkat 102% dari tahun dasar.

Tabel 3: Proyeksi Sampah
Proyeksi (P)

|

2220 22 22 20 2 2407 25
Total sampah yang dihasilkan Balikpapan 1,035 1,085 1,120
Sumber: penelitian sekunder?

Proyeksi Sampah (dalam TPD)

Efisiensi pengumpulan sampah: Efisiensi pengumpulan sampah adalah sebuah indikator penting untuk
melacak cakupan pengumpulan sampah versus sampah yang dihasilkan. Kota Balikpapan sebesar 87%
memiliki pengumpulan sampah sedang hingga baik. Ini berarti bahwa hampir 13% sampah yang dihasilkan
dibuang atau dibakar secara tidak ilmiah yang berbahaya bagi lingkungan. Pemerintah Kota perlu melakukan

upaya dan investasi lebih untuk meningkatkan pengumpulan sampah mengingat kebutuhan untuk mengelola
sampah dari pertumbuhan populasi kota dan juga migrasi penduduk dikarenakan pembangunan kota baru.

Tabel 4: Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan dalam TPD

Tahun Dasar bhasilkan | Penaumeulan Efisiensi TPA/ 2020
2020 astika engumputa Pengumpulan | pengumpulan | Populasi(jt)

City 87% 75% 0.67
Balikpapan

Sumber: Analisis CRIS

Skenario permintaan, proyeksi: sampah mencapai Manggar

Jika efisiensi pengumpulan bertahan di 87% dan pengelolaan sampah lokal 22% hingga 2045, diperkirakan
bahwa sampah yang mencapai Manggar akan menjadi 728 TPD di tahun 2045 dibandingkan 359 TPD di tahun
2020 (naik 103%). Selain itu, sampah yang tidak terkumpul akan menjadi 146 TPD dibandingkan 74 TPD di
tahun 2020 (naik 97%). Ini adalah potensi ancaman bagi lingkungan, memingat migrasi penduduk dari kota
baru dan tekanan infrastruktur kota yang akan bertindak sebagai modal penyangga untuk ibukota baru. Oleh
sebab itu, “tidak melakukan apa-apa” bukanlah sebuah opsi. Kota Balikpapan perlu meningkatkan efisiensi
pengumpulan sampah dan juga penanganan sampah lokal untuk mengelola peningkatan sampah yang
terkumpul. Ini akan membantu pencapaian pedoman Pemerintah Indonesia untuk mengurangi sampah di
sumbernya. Pada saat bersamaan, tidak tersedia lahan untuk perluasan lebih lanjut di sekitar TPA Manggar
untuk mengembangkan fasilitas pengolahan dan pembuangan sampah.

Skenario permintaan dari efisiensi pengumpulan dan penanganan sampah lokal yang mempertimbangkan
skenario paling realistis telah dikembangkan. Diusulkan bahwa Pemerintah Kota, sebaiknya secara bertahap
meningkatkan upaya mereka untuk pengumpulan sampah dan desentralisasi sampah lokal. Oleh sebab itu,
Pemerintah Kota diharapkan untuk meningkatkan tingkat dasar dari efisiensi pengumpulan menjadi 98% dari
saat ini sebesar 85%. Selain itu, sampah lokal terdesentralisasi sekitar 35% dari 22% saat ini selama durasi
proyek.

* Proyeksi populasi dan sampah akan diperbaiki dan difinalisasi pada tahap OBC



Tabel 5: Target Pengumpulan dan Desentralisasi Sampah yang Diusulkan hingga Tahun 2045

2025-30

2031-35

I

Efisiensi pengumpulan

85%

2029 2021-25

85%

90%

95%

98%

2036-40 2041-45

98%

Desentralisasi sampah lokal

22%

25%

28%

30%

35%

35%

Tabel 6: Sampah yang mencapai Manggar dibawah Skenario yang Diusulkan (TPD)

1200 1120
1000 1098
800
555
600
To5 621
781 392
400 8l 374 287
359 /
200 —
122 151
0
2020 2025 2030 2035 2045
Gen. Coll. Treated locally Reaching Manggar

Kebutuhan untuk proyek

1. Meningkatnya pengumpulan sampah dikarenakan pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk
akibat pembangunan ibukota baru

Sebanyak 555 TPD sampah dihasilkan di tahun 2020, dan dengan penambahan populasi berikutnyakarena
pembangunan ibukota, sampah dapat meningkat dari 1.120 TPD di tahun 2045 (102%) sesuai skenario.
Oleh sebab itu, diperkirakan bahwa sampah yang tidak terkumpul akan mencapai 146 TPD (meningkat
dari 74 TPD di tahun 2020). Ini dapat menimbulkan masalah kebersihan dan polusi yang cukup parah.

Selain itu, sampah yang mencapai Manggar akan menjadi 728 TPD di tahun 2045 dibandingkan 359 TPD di
tahun 2020 (naik 103%). Perlu dicatat bahwa jika sampah terus-menerus dibuang di TPA Manggar tanpa
pemrosesan, maka TPA tersebut dapat melampaui kapasitasnya. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan
seluruh rantai nilai persampahan di Kota Balikpapan dari kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan
sampah hingga TPA.

Tabel 7: Estimasi Populasi Kota Balikpapan

Baseline Proyeksi (P)
2010 (A) | 2015 (A) | 2019 (A) [ 2020 (A) | 2025 | 2028* | 2030 | 2035 | 2040 | 2043 | 2045
Total populasi Kota Balikpapan 0.56 0.61 0.65 0.67 0.72 085 1.05 1.14 124 130 134
Sumber: PemKot Balikpapan (2010-2019), BPS (2020), analisis CRIS* arus masuk penduduk dari pembangunan kota baru

Populasi (dalam jutaan)

Tabel 8: Proyeksi Sampah

Proyeksi (P)

2020 | 2025 2028 2030 2035
555 603 716 883 956

Proyeksi sampah (dalam TPD)

2040 2043 AV

1,035 1,085 1,120

Total sampah yang dihasilkkan Balikpapan
Sumber: Penelitian sekunder®

2. Pengumpulan dan pengolahan sampah di kota kurang optimal . Upaya untuk mengurangi sampah di
sumbernya harus dilakukan karena hanya sampah lembam yang harus dibuang ke TPA. Pengurangan
sampah di sumbernya hanya 22% dari sampah yang dihasilkan, dibandingkan dengan target Pemerintah

® Proyeksi populasi dan sampah mungkin berubah di tahap OBC



Indonesia sebesar 30%. Saat ini, 75% dari sampah yang terkumpul mencapai Manggar. Jika situasi sepetti
ini terus berlanjut, TPA akan segera melampaui kapasitasnya.

3. Untuk mengatasi kesenjangan dalam rantai nilai sampah di Balikpapan

e Pengumpulan dan pengangkutan sampah: Pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota
Balikpapan dilakukan dengan menggunakan metode konvensional seperti penyapuan dan pengangkutan
sampah menggunakan truk terbuka. Pengangkutan sampah dalam truk terbuka menyebabkan
kekhawatiran/bahaya lingkungan, kesehatan dan keselamatan (EHS) baik bagi armada/awak dan warga.
Pemisahan di sumber saat ini diabaikan. Titik pengumpulan komunal tidak cukup; selain itu, titik
pengumpulan dan pengangkutan tidak dirancang dengan baik, sehingga, sampah tidak dapat diangkut dari
beberapa titik pengumpulan.

e Pengolahan dandaur ulang sampah: Kota ini memiliki fasilitas pengolahan sampah perantara, seperti
bank sampah, fasilitas pengolahan perantara TPS-3R (ITF2) dan fasilitas pemulihan material. Fasilitas
pemulihan material dan ITF memiliki kapasitas sebesar 10 TPD dan melayani hanya satu desa dan satu
pasar. Saat ini, 75% dari sampah yang dihasilkan diangkut ke TPA Manggar; hanya 22% dari sampah yang
dihasilkan (122 TPD) dikelola secara lokal, nilai ini dibawah target Pemerintah Indonesia sebesar 33%
untuk pengurangan sampah. Menurut Jakstranas (terkait pengelolaan sampah rumah tangga), kegiataan
pengelolaan sampah harus dapat mengurangi 30% sampah di tahun 2025. Oleh sebab itu, penanganan
desentralisasiyang lebih tinggi (seraya memperbaiki pengumpulan sampah) adalah sangat penting untuk
mengurangi sampah yang mencapai TPA Manggar.

¢ Pembuangan sampah: Sekitar 77% dari sampah yang dikumpulkan secara langsung diangkut ke TPA,
menambah biaya operasional yang tidak perlu. Hanya sampah organik yang lembamdan tidak dapat didaur
ulang yang seharusnya diangkut ke TPA karena sebagian besar sampah tercampur saat pengangkutan ke
TPA dan juga kehilangan nilai ekonomisnya.

4. Hambatan lahan untuk fasilitas pengolahan dan TPA baru

TPA Manggar terbagi menjadi tujuh zona yang dilengkapi dengan sistem TPA sanitary landfill. Empat zona
telah penuh/tidak aktif. Zona 5 juga telah ditutup baru-baru ini. Zona 6 (3,25 Ha) saat ini aktif dan Zona 7 (3,25
Ha) adalah zona tunggu. Dapat dimaklumi bahwa jika sampah dikelola dengan cara yang sama, maka TPA
Manggar akan segera mencapai kapasitas maksimumnya. Apalagi tidak ada lahan tambahan yang tersedia
untuk perluasan lokasi saat ini. Selain itu, sampah di TPA Manggar dikelola menggunakan pengomposan
tradisional, daur ulang dan sampah sisa sedang ditimbun dan bukan diisi sanitasi dengan cara menutup sampah
dengan tanah secara tidak benar. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan pengolahan sampah
dan TPA sanitary landfill menggunakan teknologi modern yang memiliki potensi untuk memperpanjang usia
TPA.

5. Peningkatan fasilitas pendukung di TPA Manggar

Fasilitas untuk kegiatan 3R dan fasilitas pengelolaan lindi di TPA Manggar beroperasi kurang optimal. Oleh
sebab itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas pendukung di TPA.

6. Kesenjangan dalam aspek lingkungan, kesehatan dan keselamatan

Ada bahaya utama pada lingkungan, kesehatan dan keselamatan (EHS) bagi awak operator dan warga di titik-
titik pengumpulan dan pengangkutan dan lokasi pembuangan akhir. Bahaya lingkungan dari lindi dan emisi gas
rumah kaca/GHG berdampak negatif terhadap tanah, air tanah/saluran air dan udara. Terdapat bahaya
kesehatan dari emisi GHG, bau tidak sedap, penyebaran serangga, hewan pengerat dan penyakit dikarenakan
kurangnya kebersihan/kendali sampah. Terakhir, terdapat bahaya keselamatan terhadap awak operator (yang
tidak dilengkapi dengan baik), pemulung sampah di lokasi pembuangan dan warga di sekitar titk
pengumpulan/pengangkutan, serta yang tinggal dekat lokasi TPA. Sampah warisan yang dibuang
mengeluarkan gas rumah kaca dan berkontribus terhadap pemanasan global.

7. Kesenjangan dalam aspek sosial



Terdapat 100 pemulung dan 11 pengepul sampah di lokasi TPA Manggar. Pemulung tersebut mendaur ulang
4 - 5 TPD sampah dan menghasilkan Rp. 150.000 — 200.000 per hari melalui daur ulang dan penjualan ke
pengepul. Metode operasi sektor informal dan pemulung saat ini tidak akan sesuai dan kompatibel dengan
modernisasi sektor ini.

Tujuan proyek

Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi pengelolaan sampah untuk Kota Balikpapan melalui KPBU yang
mencakup berikut ini:

1. Fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi pengolahan modern untuk meminimalkan
penimbunan.

a. Proyek akan mengusulkan pembangunan, pelaksanaan dan operasi dari fasilitas pengolahan sampah
dan TPA di bawah model KPBU.

Proyek akan mengusulkan konfigurasi teknis untuk pengolahan sampah di TPA Manggar, setelah
merekomendasikan rencana aksi untuk sampah dikelola di keseluruhan rantai nilai seperti efisiensi
pengumpulan, daur ulang lokal dan sampah yang mencapai TPA. Proyek akan mengusulkan satu atau
kombinasi teknologi. Proyek juga dapat mengevaluasi perluasan dari instalasi penampung gas TPA dan
pembangunan fasilitas pengomposan dan daur ulang saat ini di TPA Manggar.

b. Fasilitas TPA sanitary landfill akan secara aman membuang sampah sisa yang ada setelah pengolahan
sampah, termasuk penyediaan untuk pelapisan yang optimal, penanganan lindi dan fitur -fitur terkait lainnya
untuk meminimalkan dampak lingkungan.

c. Pengelolaan sampah warisan. Jika lahan yang tersedia tidak mencukupi, evaluasi bioremediasi akan
dilakukan. Ini akan mengatasi limbah warisan dan membebaskan lahan bekas untuk pengelolaan sampah

di masa depan. Selain itu, evaluasi dari penambahan instalasi penampung gas TPA akan dilakukan, jika
bioremediasi dipertimbangkan.

2. Stragegiuntuk peningkatan pengumpulan dan pengolahan terdesentralisasi di tingkat kota: Adanya
kebutuhan untuk meningkatkan pengumpulan sampah dan perluasan pengolahan lokal di tingkat kota. Ini
akan mengurangi pengangkutan sampah ke Manggar dan biayaterkait, bahkan saat pengumpulan sampah
meningkat. Ini akan menyerukan suatu tindakan seputar infrastruktur pengumpulan sampah, administrasi
dan perencanaan dari pengumpulan sampah. Tindakan-tindakan untuk meningkatkan pengolahan,
termasuk pendaur-ulangan sampah melalui bank sampah dan fasilitas pemulihan material;
mengembangkan TPS-3R dan BUMDES; serta pengolahan sampah di sumbernya oleh penghasil sampah
yang lebih besar seperti pasar, hotel, universitas dan kota-kota juga diperlukan. Oleh sebab itu, strategi
yang dapat ditindaklanjuti akan diusulkan sebagai bagian dari proyek ini.

Kriteria kepatuhan

Berdasarkan Peraturan BAPPENAS No. 4/2015 dan Peraturan Menteri BAPPENAS No. 2/2020 tentang
Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, proyek pengelolaan sampah
Manggar yang diusulkan berada di bawah sistem pengelolaan sampah dan/atau sektor infrastruktur
limbah berbahaya dan sub-sektor sistem pengelolaan sampah termasuk pengangkutan sampah, pemrosesan
dan pengolahan akhir. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan yang memungkinkan pembagunan proyek di sekotr
ini adalah melalui Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha.

Walikota Balikpapan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
(PJPK) untuk proyek ini. Lahan untuk proyek telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Jika ada
persyaratan tambahan, Pemerintah Kota harus memperoleh lahan untuk proyek.

Proyek ini juga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020
— 2024. RPJMN menetapkan bahwa pengelolaan sampah termasuk sebagai satu dari tujuh agenda
pembangunan utama dalam RPJMN. Dinyatakan bahwa penyediaan infrastruktur sampah berkontribusi pada:



(i) pengurangan emisi gas rumah kaca; (ii) peningkatan akses sanitasi; dan (iii) perlindungan kualitas lingkungan
dari polusi sampah dan sampah domestik. Dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“‘Jakstranas”) dan Kebijakan dan Strategi
Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (“Jakstrada”)
terkait pengelolaan sampah rumah tangga, kegiatan pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan 30%
pengelolan sampah dan 70% pengelolaan sampah pada tahun 2025, dan upaya tersebut diharapkan dapat
menjadi program pengelolaan sampah terintegrasi dari sumber sampah hingga ke lokasi pengolahan akhir®.

Proyek ini juga mematuhiwilayah proyek dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Balikpapan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota Balikpapan No. 10/2016 tentang Rencana Pembangan Jangka
Menengah Daerah tahun 2016 — 2021, peningkatan kualitas lingkungan di Balikpapan adalah salah satu target’.
Proyek ini juga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sampah.
Peraturan mengenai pengelolaan sampah memberikan kewenangan kepada pemerintah kota/kabupaten,
antara lain: (i) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan
provinsi dan (ii) melaksanakan pengelolaan sampah pada skala kabupaten atau kota®. Serta, mengacu pada
Bagian 1 Huruf C No. 3 dari lampiran UU No. 23/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/2015 tentang
Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah), tabel di bawah ini menggambarkan alokasi urusan pemerintahan
antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam sektor pekerjaan umum dan perencanaan tata
ruang dan sub-sektor pengelolaan sampah.

Sub-sektor Pemerintah Pemerintah provinsi |Pemerintah kab/kota

Pengelolaan a. Menetapkan pengembangan sistem Pembangunan dan Pembangunan dan
sampah pengelolaan sampah nasional pengelolaan sistem pengelolaan sistem
b. Pembangunan sistem pengelolaan sampah | persampahan daerah persampahan
antar provinsi dan sistem pengelolaan kabupaten/kota
sampah untuk kepentingan strategis
nasional

Analisa Biaya dan Manfaat Sosial

Opsi teknologi refused derive fuel + anaerobik digester + TPA sanitary landfill telah menunjukkan EIRR untuk
20 tahun sebesar 16,7%), melampaui tingkat diskon sosial sebesar 10%. NPV ekonomi sebesar Rp. 294 miliar
dan rasio manfaat terhadap biaya sebesar 2,0. Opsi teknologi refused derive fuel + pengomposan + TPA

sanitary landfill telah menunjukkan EIRR untuk 20 tahun sebesar 15,1%, melampaui tingkat diskon sosial
sebesar 10%. NPV ekonomi sebesar Rp. 187 miliar dan rasio manfaat terhadap biaya sebesar 1,54.

Nilai untuk Uang (ViM)

Penilaian nilai untuk uang pada proyek ini dilakukan dengan menggunakan penilaian kualitatif maupun
kuantitatif. Namun, model KPBU yang sesuai untuk proyek dapat dipilih setelah analisis rinci di berbagai fitur
proyek, yang meliputi: kelayakan teknis, analisis manfaat biaya ekonomi, penilaian keuangan, penilaian nilai
untuk uang, penilaian biaya fiskal pada tahap OBC.

Penilaian qualitatif

Tabel berikut ini menunjukkan hasil analisa kualitatif awal dari nilai untuk uang dari proyek ini:

Tabel 9: Kualitatif Auntuk Nilai Uang dari Proyek untuk Model Tipping Fee

Sr Penggerak Pertanyaan untuk Kehadiran VfM kualitatif dalam | Rendah @ Sedang | Tinggi
no menilai VM model KPBU
kualitatif

1 Kontrak berbasis | Apakah ada Ruang lingkup KPBU yang v
hasil fleksibilitas dalam diusulkan memberikan

® RPIJMN Lampiran | Bab VIl halaman VII-7
"RPJIMD Pasal 7 (1) & (2)
® UU Pengelolaan Sampah Pasal 9 (1)



Sr
no

Penggerak

Pertanyaan untuk
menilai VM
kualitatif

sifat solusi/layanan

teknis dan/atau
ruang lingkup
proyek?

Apakah solusi
tersebut cukup
bebas dari hambatan
yang diberlakukan
oleh otoritas
pengadaan,
persyaratan hukum
dan/atau standar
teknis?

Apakah ada ruang
lingkup untuk inovasi
dalam desain solusi
atau penyediaan
layanan?

Kehadiran VfM kualitatif dalam
model KPBU

pengembang sw asta fleksibilitas

yang signifikan dalam merancang,
membangun, mengoperasikan
dan mengelola aset proyek.
PemKot Balikpapan hanya akan
menetapkan spesifikasi minimum,
seperti jumlah minimum sampah
yang akan diolah dan jumlah
maksimum sisa sampah menuju
TPA, berdasarkan teknologi
pengolahan dan pemeliharaan
KPI.

Dengan ini, KPBU memungkinkan
pengembang sw asta untuk
menggunakan inovasi untuk
mengolah sampah, menggunakan
keahliannya dan teknologi
pengolahan sampah modern
untuk memaksimalkan
pengembalian dengan sisa yang
minimum  serta mengoptimalkan
pemulihan dari penjualan produk
sampingan seraya memenuhi
spesifikasi minimum dari PemKot
Balikpapan.

Rendah
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daya/outsourcing
swasta

sw asta mendapatkan
keunggulan biaya
yang signifikan
dibandingkan
PemKot dalam
memberikan layanan
proyek (karena
efisiensi yang lebih
besar, skala
ekonomi,

diharapkan memiliki pengalaman
luas dalam industri pengelolaan
sampah, khususnya dalam
pengolahan sampah
menggunakan teknologi
pengelolaan sampah
berkelanjutan di Asia Tenggara,
lebih disukai di Indonesia.
Pengembang dengan pengalaman
dalam teknologi pengolahan
sampah yang diusulkan dan

2 Alokasirisiko Apakah ada ruang Model KPBU membayangkan v
yang optimal lingkup alih risiko pengaturan alih risiko yang
yang signifikan ke optimal. Risiko yang dialihkan ke
mitra sw asta (sesuai | sektor swastamencakup risiko
dengan prinsip terkait rancangaan, keuangan,
alokasi risiko konstruksi dan pemeliharaan.
optimal)? Permintaan dibagi sejauh yang
Dapatkan dapat ditanggung oleh pemain
mekanisme sw asta, yaitu jumlah minimum
pembayaran dan sampah yang akan dijamin oleh
persyaratan kontrak PJPK, dan pengembang sw asta
memberikan insentif akan menyediakan pemasaran
pada pengelolaan dan penjualan produk sampingan
risiko yang baik oleh dari sampah yang dihasilkan yaitu
pengembang RDF, kompos, pupuk
swasta? cair/digestate dan listrik.
3 Alih Apakah sektor Pengembang sw asta terpilih v
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Penggerak

Pertanyaan untuk
menilai VM
kualitatif

pengalaman/keahlian

lebih besar)?

Kehadiran VfM kualitatif dalam | Rendah

model KPBU

kemampuan untuk memasarkan

produk sampingan dari teknologi
sampah akan lebih disukai,
memastikan baw ah proyek dapat
memperoleh manfaat dari keahlian
pengembang sw asta.

Karena terbatasnya pasar untuk
RDF, kompos, listrik dari biogas,
abu terbang dan abu dasar di
Indonesia, Pemerintah dapat
mengembangkan regulasi untuk
mendukung pasar produk
sampingan dari pengolahan
sampah. Namun, pihak swasta
melalui keterampilan pasar inovatif
mereka harus memasarkan
produknya. Keterampilan ini
terbatas di lembaga pemerintah,
dan pengembang sw astadapat
menghasilkan efisiensi yang
signifikan.

Sedang @ Tinggi

berbasis kinerja

keluaran dari
program investasi
dijabarkan dalam
istilah kontrak yang
akan objektif dan
terukur?

Apakah insentif
untuk penyediaan
layanan dapat
ditingkatkan melalui
mekanisme

menjadi model terkait permintaan,
dimana PIPK akan
menspesifikasikan tipping fee yang
dibayarkan untuk jangka w aktu
kontrak. Mitra swasta hanya akan
mendapatkan  jaminan  kuantitas
minimum sampah. Disebabkan ini
adalah model terkait permintaan,
mitra swasta akan diberi insentif
untuk jumlah sebenarnya dari
sampah olahan yang dapat diolah

4 Optimalisasi Apakah proyek Meskipun proyek diusulkan untuk v

siklus hidup menaw arkan potensi | dikembangkan menggunakan
untuk mencapai teknologi  pengelolaan  sampah
efisiensi dari modern, teknologi tersebut efektif
optimalisasi siklus dalam mengolah sampah dan
hidup? meminimalkan sisa sampah yang
Apakah mungkin menuju TPA. Teknologi tersebut
untuk diharapkan  efektif biaya dan
mengintegrasikan memadai untuk skala bisnis yang
elemen desain, diharapkan. Oleh karenanya, pihak
pembangunan dan swastamemiliki kemampuan untuk
operasi proyek? memanfaatkan manfaat dari
Apakah ada biaya optimalisasi siklus hidup.
pengoperasian dan Faktor ruang lingkup KPBU yang
pemeliharaan yang diusulkan dalam semua biaya
signifikan? Apakah pemeliharaan struktural dan
hal tersebut rekayasa teknik yang signifikan
cenderung sensitf selama operasi. Ini akan
untuk jenis mendorong pengembang  untuk
konstruksinya? mengeksplorasi penghematan

dalam biaya siklus hidup.
5 Pembayaran Dapatkah hasil atau Model KPBU yang diusulkan akan v
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Penggerak

Pertanyaan untuk
menilai VM
kualitatif

pembayaran kinerja

sebagaimana
diusulkan dalam
KPBU?

Kehadiran VfM kualitatif dalam
model KPBU

dalam instalasi pengolahan.
Disebabkan operasi dan
pengelolaan TPA juga akan

termasuk dalam cakupan mitra
swasta, maka akan diberikan
insentif untuk minimum sampah
yang menuju TPA.

Selain itu, karena mitra swasta
akan menanggung risiko
permintaan pada penjualan produk
sampingan dari timbulan sampah,

maka ia akan memastkan
upayanya dalam memasarkan
produk sampingan untuk
meningkatkan  pendapatan  dari
sumber pendapatan lainnya.

Kontrak juga akan mencakup
standar minimum  teknis dan

lingkungan, yang akan membuat
mitra swasta memilih teknologi
pengelolaan sampah yang paling
efektif.

Rendah

Sedang @ Tinggi

6 Pembiayaan Apakah pembiayaan Perlunya melibatkan pengembang v
swasta oleh sektor sw asta sw asta dalam proyek ini berasal
diperlukan untuk dari kebutuhan untuk
menjalankan proyek? | menghadirkan keahlian yang lebih
Mengapa proyek besar dan efisiensi dalam program
bergantung pada yang biasanya hanya didanai dari
permbiayaan swasta? sektor publik. Ini adalah proyek
Apakah karena dana pertama dari jenisnya dan akan
publik tidak tersedia berfungsi sebagai role model
atau tidak cukup fasiltas pengelolaan sampah
untuk mengeksekusi daerah yang menggunakan
proyek tepat waktu? | teknologi pengelolaan sampah
yang berkelanjutan secara teknis
dan lingkungan. Proyek
pengelolaan sampah akan
dibangun berdasarkan KPBU,
bukan melalui jalur EPC. Model
serupa telah sukses secara global.
7 Basis Apakah ada basis Tipping fee akan dihitung untuk v
pendapatan pendapatan yang keseluruhan durasi KPBU, yaitu

dapat diidentifikasi
untuk proyek?
Dalam hal proyek
berbasis
pendapatan, apakah
ada pengguna
dengan kemauan
dan kemampuan
untuk membayar
layanan yang
mereka terima?

untuk jangka waktu 20 tahun
proyek dan akan diterima
berdasarkan konfigurasi proyek
KPBU yang diusulkan. Pungutan
tipping fee akan sejalan dengan
berbagai  proyek pengelolaan
sampah lainnya yang
menggunakan  teknologi serupa
secara internasional. Diharapkan
bahwa tipping fee akan cukup
tinggi karena sampah akan
diproses secara berkelanjutan




Sr
no

Penggerak

Pertanyaan untuk
menilai VM
kualitatif

Dalam hal proyek
berbasis
ketersediaan,
dapatkah PIPK
berkomitmen untuk
pembayaran biaya
ketersediaan?
Apakah basis
pendapatan stabil
dan dapat diprediksi?

Kehadiran VfM kualitatif dalam
model KPBU

dibandingkan dengan praktik saat

ini, namun dukungan VGF dari
Pemerintah dapat merasionalisasi
biaya tipping fee.  Pemerintah
dapat merevisi biaya retribusi yang
dikenakan pada penghasil sampah
untuk memulihkan  tipping fee
(mungkin  sebagian). Ini akan
membantu  mengurangi  beban
fiskal.

Sumber pendapatan utama proyek
adalah melalui tipping fee. Dalam
model tipping, pengembang
swasta mengusulkan tipping fee
minimum  yang akan  dipilih.
Pemerintah akan menjamin
kuantitas minimum sampah; oleh
sebab itu, akan ada pendapatan
tipping fee yang terjamin.

Selain itu, selama tahap OBC,
konsultasi dapat dilakukan dengan
perusahaan semen untuk
pembelian (offtake) RDF atau listrik
dari PT. Perusahaan Listrik Negara
(PLN).

Pengembang sw asta juga
diharapkan untuk membw a
kemampuan pengawasan dan
administrasi yang lebih baik, oleh
sebab itu, mengurangi tipping fee.
Selain itu, karena risiko permintaan
dari penjualan produk sampingan
akan ditanggung pengembang
swasta, keahlian dalam
pemasaran dan jaringan operator
untuk  menarik lebih  banyak
pembelian  akan menghasilkan
pendapatan yang lebih tinggi.

Rendah

Sedang @ Tinggi




Penggerak

Efektivitas,
akuntabilitas dan
pemerataan
distribusi
layanan publik
dalam jangka
panjang yang
terjamin

Pertanyaan untuk
menilai VM
kualitatif

Apakah proyek akan

membaw a
pemerataan
distribusi layanan
publik dalam jangka
panjang

Kehadiran VfM kualitatif dalam | Rendah

model KPBU

Proyek akan menyediakan
peluang kerja untuk sektor
informal seperti pemulung,
pendaur ulang sampah dalam
rantai nilai persampahan, yaitu di
hulu atau di lokasi TPA Manggar.

Operator sw asta juga akan
mengalokasikan sebagian profit
dari proyek setiap tahun dalam
dana CSR yang dapat digunakan
untuk berbagai tujuan sosial
seperti memberikan pelatihan
pengelolaan sampah, kesehatan,
manfaat medis, dan lainnya.

Operator sw asta juga akan
memberikan pelatihan kerja untuk
para pekerja berdasarkan peran
mereka, yang mungkin melibatkan
peningkatan keterampilan pekerja
informal, yang juga akan bekerja
di fasilitas yang lebih baik, alat
pelindung jika dibandingkan
dengan situasi saat ini.

Sedang @ Tinggi

Alih pengetahuan
dan teknologi

Sistem pengelolaan
sampah oleh badan
usaha melibatkan
karyaw an Dinas
Lingkungan Hidup
(SKPD terkait) yang
akan memberikan
alih pengetahuan.

Proyek akan mempertahankan staf
yang ada di TPA Manggar.
Dibutuhkan staf tambahan untuk
mengelola instalasi pengolahan
sampah dengan kompetensi yang
sesuai.

Pengelolaan sampah
terdesentralisasi seperti  halnya
peningkatan di BUMDES, TPS,
fasilitas pengolahan perantara,
TPS-3R akan membutuhkan
mobilisasi staf tambahan. Oleh
sebab itu, staf yang ada dan pihak
yang terdampak proyek seperti
pemulung dan pendaur ulang
sampah akan dipekerjakan dalam
rantai nilai persampahan
tergantung pada keahlian mereka.
Akan ada peluang untuk
meningkatkan keterampilan sebab
operator swasta akan mentransfer
pengetahuan dan keahlian mereka
kepada staff dalam mengelola
proyek tersebut.

VFM

Penilaian
keseluruhan

Apakah ada indikasi
yang cukup bahw a
pengaturan KPBU
yang diusulkan
menghasilkan VfM?

Keseluruhan penilaian
mengindikasikan bahwa ada
kemungkinan yang sangat tinggi
untuk memperoleh VfMdari proyek
dengan bermitra dengan sektor
sw asta.




Sr Penggerak Pertanyaan untuk Kehadiran VfM kualitatif dalam | Rendah = Sedang | Tinggi
no menilai VM model KPBU
kualitatif

Apakah ada peluang
untuk optimalisasi
dari pengaturan
KPBU yang
diusulkan:

Penilaian Kuantitatif

Penilaian kuantitatif telah dilakukan melalui kerangka kerja VM pada tahap awal yang ditetapkan BAPPENAS.
Kerangka kerja VIM diterapkan untuk ruang lingkup proyek yang meliputi rancangan, pembiayaan, konstruksi
dan pengembangan, O&P pengolahan sampah dan lokasi TPA untuk model tipping fee untuk opsi teknologi
berikut ini:

Model KPBU Teknologi pengolahan VFM% VFM agregat

Tipping fee Refused derive fuel + biometanasi + TPA sanitary landfill 21% Tinggi
Tipping fee Refused derive fuel + pengomposan + TPA sanitary 19% Tinggi
landfill

Sumber: Analisis CRIS

Baik penilaian kualitatif dan kuantitatif untuk model KPBU tipping fee mengindikasikan bahwa pengaturan
pembagian risiko tampak optimal dan terdapat ruang lingkup yang substansial untuk memperoleh VM dari
proyek melalui KPBU. VM kuantitatif diperoleh untuk opsi teknologi refused derive fuel + biometanasi + TPA
sanitary landfill menawarkan VfM sebesar 21%, dibandingkan dengan 19% untuk opsi refused derive fuel +
pengomposan + TPA sanitary landfill. Namun, ini adalah penilaian awal kuantitatif, penilaian Vfm akan lebih
disempurnakan pada tahap OBC, dimana model keuangan rinci dan matriks risiko akan dikembangkan untuk
model KPBU yang diusulkan dan opsi teknologi potensial.

Selanjutnya, dalam kerangka VfM, diasumsikan bahwa risiko permintaan telah dialihkan sepenuhnya kepada
badan usaha pelaksana (BUP). Namun, Pemerintah akan diminta untuk memastikan minimum sampah untuk
proyek dan juga mengeluarkan regulasi untuk mengembangkan pasar untuk produk sampingan dari
pengolahan sampah meliputi kompos, RDF, pupuk cair (digestate), biogas, dan lainnya.

Analisa potensi pendapatan dan skema dana proyek

Realisasi dari tipping fee dan penjualan produk sampingan dari pengolahan sampah adalah dua pendapatan
untuk BUP untuk proyek KPBU yang diusulkan. Potensi pendapatan dari produk sampingan teknologi
pengolahan sampah seperti listrik dalam hal anaerobik digester, kompos dalam hal pengomposan, RDF dalam
hal teknologi refused derived fuel, SRF dalam hal solid recovered fuel, dan abu dasar dalam hal pembakaran.
Potensi pembeli (offtaker) untuk RDF meliputi perusahaan semen, perusahaan pembangkit listrik, untuk listrik
adalah perusahaan pembangkit listrik, kompos meliputi perusahaan pupuk dan untuk abu terbang dan abu
dasaradalah perusahaan konstruksi. Oleh sebab itu, penghasil sampah dan pembeli produk sampingan adalah
pengguna potensial proyek.



Gambar 1. Pemulihan dari Retribusi Layanan Persampahan (Rp Triliun)
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Sumber: Realisasi Pendapatan Kota Balikpapan (Rp) Tahun 2016-2019, analisis CRIS

Sumber pendapatan utama proyek akan berasal dari tipping fee yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan kepada BUP. Tipping fee akan didanai dari anggaran Pemerintah Kota, yang pada akhirnya
dikumpulkan dari retribusi sampah para penghasil sampah. Pemerintah Kota Balikpapan memungut retribusi
sampah bulanan pada penghasil sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 9/2011.
Teramati bahwa retribusi dari pengelolaan sampah cukup rendah sebesar 19 — 25% dari anggaran yang
dialokasikan untuk sektor pengelolaan persampahan selama periode tahaun 2017 — 2019.

Pendapatan Pemerintah Kota terdiri dari (i) pendapatan asli daerah, yang dikumpulkan secara lokal melalui
desentralisasi, (ii) dana perimbangan, yang merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat untuk suatu daerah untuk
membiayai kebutuhan desentralisasinya dan (iii) pendapatan lainnya dari dana hibah atau dana darurat.

Penilaian keuangan kota dilaksanakan untuk periode lima tahun (tahun 2016 — 2020). Analisis pendapatan
provinsi menunjukkan bahwa pendapatan dihasilkan di bawah tiga hal: (i) pendapatan asli daerah, termasuk
pendapat pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli
daerah lainnya yang sah, (ii) dana perimbangan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak,
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan (iii) pendapatan daerah lainnya termasuk pendapatan hibah,
dana otonomi khusus (otsus) dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 10: Realisasi APBD Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tahun 2016 — 2020 (dalam Rp Miliar)®

Rincian 2020

A. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 560 612 646 764 503
Dana Perimbangan 1067 817 1096 1136 1418
Pendapatan daerah lainnya 366 444 488 569 419
Total pendapatan 1993 1873 2230 2469 2341

B. Pengeluaran

Pengeluaran tidak langsung 852 644 801 868 945
Pengeluaran langsung 1263 1116 1319 1539 991
Total pengeluaran 2115 1760 2120 2407 1936
Surplus/Defifit (A-B) (122) 113 110 62 405
C. Penerimaan keuangan 228 102 199 291 324

° Nilai APBD Kota akan direvisi setelah dokumen realisasi anggaran diperoleh dari Pemerintah Kota Balikpapan



Rincian 2016 2017 2018 2019 2020

D. Pengeluaan keuangan 3 17.56 17.35 28 15
Keuangan bersih (C-D) 225 84 182 263 309
Sisalebih perhitungan anggaran (Silpa) 103 198 291 323 714

Sumber: Pemerintah Kota Balikpapan dan Analisis CRIS

Teramati bahwa:

Total pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan adalah Rp. 2.341 miliar di tahun 2020 dibandingkan dengan
Rp. 1.993 miliar di tahun 2016. Total pendapatan tumbuh pada CAGR sebesar 4% selama tahun 2016. Hal
ini dikarenakan meningkatnya pembagian dana perimbangan dalam total pendapatan.

Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp. 503 miliar atau 21% dari total pendapatan.
Hal yang sama telah meningkat dari tahun ke tahun, namun, dikarenakan COVID penurunan sebesar 34%
dibandingkan tahun lalu (2019).

PDRB Kota Balikpapan meningkat menjadi 3% pada 2019 melampaui 2,8% dari 2018.

Pengeluaran meningkat menjadi RP. 1.936 miliar dalam 2020 dari Rp. 1.760 miliar dalam 2016 disebabkan

oleh meningkatnya pengeluaran tidak langsung. Pengeluaran tidak langsung temasuk biaya gaji pegawa,
subsidi, hibah, pengeluaran sosial, bantuan keuangan dan pengeluaran tak terduga.

Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan surplus fiskal dari 2017 — 2020. Surplus fiskal
sebesar Rp. 405 miliar dalam 2020.

SILPA sebesar Rp. 714 miliar dalam 2020, merefleksikan bahwa dana yang tidak digunakan dan dapat
dialokasikan untuk beberapa pengeluaran lain misalnya proyek KPBU yang diusulkan ini.

Indikator IKFD untuk tahun 2020 adalah 2,697, angka yang sangat tinggi, mengindikasikah k apasitas
pinjaman Pemerintah Provinsi yang tinggi.

Struktur KPBU yang diusulkan

Struktur KPBU yang direkomendasikan untuk proyek pengelolaan sampah Manggar adalah model tipping fee
yang difokuskan pada pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah dan TPA sanitary landfill di TPA
Manggar. Model ini dicoba dan diuji dalam berbagai proyek pengelolaan sampah berkelanjutan secara
internasional. Cakupan proyek Ruang lingkup proyek akan mencakup:

Ruang lingkup proyek akan mencakup desain, pembiayaan, konstruksi, pengembangan dan O&P dari
pengolahan yang baru dan lokasi TPA di TPA Manggar. BUP akan bertanggung jawab untuk operasi dan
pengelolaan fasilitas pengolahan sampah di TPA. Juga akan mengelola sampah lembam dan sampah sisa
dari fasilitas pengolahan sampah melalui penimbunan sanitasi.

BUP juga akan bertanggung jawab untuk pengembangan, pembiayaan, konstruksi dan O&P dari fasilitas
pengomposan dan pendaur ulangan yang ada di lokasi TPA.

BUP juga akan memasarkan dan menjual produk sampingan dari pengolahan sampabh.



Gambar 2: Struktur KPBU yang direkomendasikan
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Sumber: Analisis CRIS

Struktur KPBU yang optimal akan dikembangkan untuk proyek ini setelah mengkaji berbagai opsi untuk
menjadikan proyek layak secara komersial untuk partisipasi sektor swasta, seraya memenuhi tujuan sosial dari
Pemerintah Kota Balikpapan. Pendekatan untuk mengembangkan model KPBU diberikan di bawah ini”:

e  Struktur proyek akan ditentukan terlebih dahulu berdasarkan model tipping fee, dimana risiko permintaan
dari sampah yang diterima pada fasilitas pengolahan berada pada mitra swasta. Setelahnya, model ini akan
diuji untuk kelayakan keuangannya.

¢ Pengembang swasta akan mendapatkan kompensasi dari PJPK untuk sampah yang diolah berdasarkan
pada tipping fee yang ditentukan dalam perjanjian KPBU. Risiko permintaan untuk sampah yang diperoleh
pada lokasi pengolahan akan berada pada pengembang swasta. Namun demikian, PJPK akan memastikan
kuantitas minimum sampabh.

¢ Bersamadengan tipping fee, operator swasta dapat diberikan VGF untuk menjadikan tipping fee terjangkau
bagi PJPK. Dalam hal VGF diberikan untuk proyek ini, parameter penawaran akan menjadi VGF terendah
yang ditawarkan oleh operator swasta.

e Proyek akan mengusulkan konfigurasi teknis untuk pengolahan sampah di TPA Manggar, setelah
mengusulkan rencana aksi untuk keseluruhan rantai nilai dari pengelolaan sampah, mencakup efisiensi
pengumpulan, pendaur ulangan lokal dan sampah yang mencapai TPA. Akan mengusulkan penggunaan
satu teknologi atau kombinasi beberapa teknologi seperti:

o Refuse-derived fuel + anaerobik digester + TPA sanitary landfill
o Refuse-derived fuel + pengomposan + TPA sanitary landfill
o Pembakaran + TPA sanitary landfill

e Proyek ini juga mengevaluasi perluasan instalasi penampung TPA, dan pengembangan fasilitas
pengomposan dan pendaur ulang eksisting di TPA Manggar. Selain itu, bioremediasi dari TPA yang ada
dapat dievaluasi bersamaan dengan opsi-opsi teknologi untuk mengklaim kembali lahan untuk proyek ini.
Namun, teknologinya akan diusulkan oleh operator swasta. PJPK akan diminta untuk mengusulkan
spesifikasi keluaran untuk proyek.

¢ Risiko permintaan pada pemasaran dan penjualan produk sampingan dari teknologi pengolahan sampah
seperti RDF, kompos, pupuk cair/digestate, abu terbang dan abu dasar (tergantung pada teknologi yang
dipilih) dapat juga ditanggung oleh pengembang swasta.



¢ Pemilihan model untuk proyek pada akhirnya akan bergantung pada penilaian atas nilai untuk uang (VM)
dan keterjangkauan fiskal dari struktur proyek yang dipilih pada tahap OBC.

e Pada tahap OBC, penilaian rinci proyek akan dilaksanakan; struktur KPBU akan diusulkan dengan
mempertimbangkan faktor teknis, hukum, keuangan, ekonomi dan keterjangkauan fiskal, aspek ViV,
kesesuaian KPBU dan faktor lainnya.

Jadwal persiapan, fasilitas transaksi KPBU hingga penyelesaian proyek

Tabel 11 memberikan jadwal indikatif pengembangan dan transaski proyek.

Tabel 11: Jadwal Indikatif Pengembangan dan Transaksi Proyek
FY2021 FY2024

0000000000
*

Penilaian aw al

Penilaian aw al hokum *
Penilaian aw al permintaan
Penilaian aw al teknis

Penyampaian interim OBC

Konsultasi dan penjajakan
pasar

Penyampaian OBC akhir *
Penyampaian FBC

(termasuk AMDAL dan *
LARAP)

Persetujuan FBC dan

dokumen penaw aran

Pra-kualifikasi *
Penerbitan KAK, penerimaan

penaw aran, evaluasi

Pemenang penaw aran-

penerbitan Lol bagi *
pemenang penaw aran

Penandatanganan perjanjian

KPBU

Perjanjian kerjasama —

PemKot Balikpapan

Penutupan finansial *
Penyerahan lokasi TPA dan

dimulainya konstruksi

* % %

Rencana tindak lanjut

Untuk proyek ini, rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

e Bappeda dan DLH berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk segera menyusun
pelaksanaan tahapan persiapan kegiatan;

e PJPK mengatur konsultasi public;

e Survei dan penilaian untuk komposisi sampah dimulai pada minggu ke-2 Maret 2021.



